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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum mempunyai arti penting dalam aspek kehidupan bermasyarakat 

sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubunganya dengan manusia yang 

lain.1 Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen III Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia 

adalah Negara Hukum2 . Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan 

pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan berdasarkan 

absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).3 

Terkait esensi hukum diatas, salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia 

yaitu korupsi. Masalah korupsi diibaratkan fenomena gunung es4 serta bukan lagi 

masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena 

                                                             
1 Bahder Johan Nasution, 2013, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung : Mandar 

Maju, hlm. 3. 
2 Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah 

prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahkan secara historis negara hukum (rechtsstaat) 

adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan 

umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa 

Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 

(machtsstaat). Lihat : Iza Rumesten, Febrian, Helmanida, Neisa Angrum Adisiti, “Politik Hukum 

Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal”, Jurnal Repertorium, Vol. 10, No. 1, 2021, e-

ISSN : 2655-8610, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 101. 
3 Bahder Johan Nasution, Op. Cit., hlm. 5. 
4  Praktik korupsi diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Sebuah situasi atas praktik 

korupsi yang tergambarkan pada permukaan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, maka 

sesungguhnya kondisi yang tampak di bawah permukaan jauh lebih kronis dan kompleks dari apa 

yang ditampilkan di atas permukaan, dengan kata lain praktik korupsi menimbulkan efek domino 

atas sektor kehidupan manusia secara keseluruhan karena korupsi akan mengarah pada kepentingan 

orang banyak yang haknya diciderai oleh koruptor, melihat kondisi ini maka korupsi dapat dikatakan 

sebagai perbuatan jahat dan rakus. Lihat : Isma Nurillah dan Nashriana, “Gate Keeper Dalam Skema 

Korupsi dan Praktik Pencucian Uang”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 26, No. 2, Desember 2019, e-

ISSN : 2684-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 208. 
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korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun di negara 

berkembang termasuk di Indonesia. 5  Korupsi telah merajalela dalam berbagai 

modus operandi untuk menggerogoti keuangan dan perekonomian negara6, dan di 

Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah 

kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak 

pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang 

memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. 7  Hasíl survey Transparency 

Ínternatíonal Índonesían (TÍÍ) menunjukkan, Índonesía merupakan negara palíng 

korup nomor enam darí 133 negara. Dí kawasan Asía, Bangladesh dan Myanmar 

lebíh korup díbandíng Índonesía. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 

ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, 

Vietnam, Filipina,  Malaysia dan Singapura.8  

Tindak pidana korupsi yang sangat merugikan perekonomian negara dan 

menghambat pembangunan Nasional, secara normatif telah diatur dan diancam 

pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Prp. tahun 

1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, 

                                                             
5 Adrian Sutendi, 2010, Hukum Keuangan Negara, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 189. 
6  Korupsi merupakan suatu perbuatan yang tercela dan merusak sendi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara, karena perbuatan korupsi secara tidak langsung menggerogoti 
keuangan Negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kemaslahatan pembangunan yang dapat 

dinikmati oleh masyarakat, menjadi berkurang kualitas maupun kemanfaatannya karenadi dikorupsi 

oleh orang-orang yang memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya, serta kepentingan yang 

hendak dicapai oleh orang-orang yang melakukan penyuapan. Lihat : Ahmad Yunus, “Penetapan 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Dalam Praktek”, Jurnal Simbur 

Cahaya, Vol. 24, No. 2, Mei 2017, e-ISSN : 2688-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

Palembang, hlm. 4756. 
7 Darwan Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung : PT. Citra Aditya 

Bakti, hlm. 32. 
8 Suhendar, 2015, Konsep Kerugian Keuangan Negara, Malang : Setara Press, hlm. 40. 
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karena dalam perkembangan masyarakat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ini kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.9 

Pada tanggal 16 Agustus 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digantikan oleh Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 

diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 

korupsi.10 Selanjutnya, pada tanggal 21 November 2001, Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami 

perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor)11. Alasan perubahan adalah dikarenakan  

tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan 

keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial 

dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu 

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar 

biasa. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman 

penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana 

                                                             
9 Lihat : Pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 
10  Lihat : Pertimbangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 
11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), 

mengubah dan menyisipkan beberapa pasal baru antara lain pada Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 43. 
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korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.12 

Pengertian tindak pidana korupsi tidak diatur secara spesifik dalam beberapa 

definisi dalam Pasal 1 UU Tipikor. Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 UU 

Tipikor antara lain hanya memberikan pengertian korporasi, pegawai negeri, dan 

setiap orang. Tetapi, pengertian tindak pidana korupsi secara definitif dapat dilihat 

pada rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana 

masing-masing berbunyi : 

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor :   

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara 

minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta 

rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.  

 

Pasal 3 UU Tipikor :    

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur 

hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun 

dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”  

 

Berdasarkan rumusan kedua pasal di atas, maka tindak pidana korupsi dapat 

didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan 

jalan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

                                                             
12 Lihat : Pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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karena jabatan atau karena kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara. 

Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan yang sering 

memunculkan polemik adalah unsur kerugian keuangan negara sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pengaturan dalam konteks 

pengertian kerugian keuangan negara sendiri didapati pada UU Tipikor dan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

(selanjutnya disebut UU BPK). Ketentuan pada Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan 

negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil 

temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sedangkan 

pada Pasal 1 angka 7 UU BPK, mengatur bahwa kerugian keuangan negara adalah 

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Konsekuensi pemenuhan unsur kerugian keuangan negara adalah, 

pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana 

penjara yang menjerakan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian 

keuangan negara yang telah dikorupsi. Penilaian dan/atau penetapan jumlah 

kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan 
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setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian 

keuangan negara.13 

Salah satu lembaga negara di Indonesia yang dikenal melalui sepak 

terjangnya memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (KPK) yang didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan  

tujuan utama penegakan hukum pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian 

keuangan negara, maka hampir pasti pada setiap penyelesaian hukum perkara 

korupsi (yang dapat merugikan kepentingan hukum mengenai keuangan atau 

perekonomian negara), Jaksa Penuntut Umum baik di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan 

Tinggi, atau KPK, selalu membuktikan tentang jumlah (angka) kerugian keuangan 

negara secara riil. Pada tahap pembuktian mengenai kerugian riil ini, peran 

auditor/penilai menjadi sangat penting. Oleh karenanya, untuk menilai dan/atau 

menetapkan jumlah kerugian keuangan negara tersebut, dalam praktinya Penuntut 

Umum KPK dapat dibantu atau berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK) yang kemudian mengeluarkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) yang berkedudukan sebagai alat bukti yang sah, dan menjadi 

pertimbangan hakim pada persidangan perkara tindak pidana korupsi untuk 

dijadikan dasar dalam memberikan vonis atau putusan. 

                                                             
13 Marwan Effendy, 2010, Pemberantasan Korupsi Dan Good Governance. Jakarta: Timpani 

Publishing, hlm. 79. 
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Dalam hal kewenangan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian 

keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi telah diatur khususnya dalam 

Pasal 10 ayat (1) UU BPK, yang menyatakan : 

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan 

oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan 

oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang 

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.” 

 

Dalam implementasinya, terdapat perbedaan penilaian jumlah kerugian 

keuangan negara oleh BPK walau diadili sendiri-sendiri, padahal masing-masing 

tersangka diadili dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama. Hal ini 

sebagaimana didapati pada kasus tindak pidana korupsi (dan tindak pidana 

pencucian uang) pada kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU TA. 2013 dana 

APBD TA. 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan 

terdakwa antara lain Umirtom (Terdakwa I), Akhmad Junaidi (Terdakwa II), 

Najamudin (Terdakwa III), Hidirman (Terdakwa IV), dan Johan Anuar. Dalam 

tuntutannya, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dituntut bersalah secara 

bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair. Kemudian Terdakwa IV dituntut 

bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua. 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri 

Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, Terdakwa I, Terdakwa II, dan 

Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut 
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serta melakukan korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dengan pidana 

penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing 

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda 

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Terhadap 

Terdakwa IV, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana 

denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila 

denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. 

Terhadap kerugian keuangan negara, perbuatan keempat terdakwa telah 

menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga 

milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana dinyatakan oleh 

ahli Puji Arisandy, auditor dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 

55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015, dalam rangka penilaian 

kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU TA. 2013 

dana APBD TA. 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Tetapi, 

dalam persidangan tersendiri dalam perkara yang sama terhadap Terdakwa Johan 

Anuar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang, terdakwa Johan 

Anuar 14  atas perbuatannya oleh BPK ditetapkan telah menimbulkan kerugian 

keuangan negara senilai Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), 

berdasarkan LHP Nomor 45/LHP/XXI/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019.  

                                                             
14 Terdakwa Johan Anuar didakwa JPU KPK melakukan tindak pidana turut serta melakukan 

korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor 

juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 
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Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana 

dakwaan Kesatu Primair dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) 

tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 4 (empat) bulan. Terhadap Terdakwa IV, terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana 

penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. 

Terhadap terdakwa Johan Anuar, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi PN Palembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg, kemudian 

diputus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak 

pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 

3.211.992.020,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh 

dua juta dua puluh rupiah) dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk 

dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana. 

Atas kedua putusan diatas, terdapat permasalahan terkait kepastian hukum 

perihal bahwa dalam perkara yang sama, tetapi keempat terdakwa lainnya 

ditetapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan merugikan keuangan 
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negara/daerah senilai Rp. 3.482.000.000,-, sedangkan terdakwa Johan Anuar 

ditetapkan oleh BPK RI merugikan keuangan negara/daerah senilai Rp. 

5.700.000.000,-. Terhadap permasalahan ini maka perlu dianalisis lebih lanjut 

perihal apakah terdapat kewenangan yang berbeda antara BPK Perwakilan Provinsi 

Sumatera Selatan dan BPK RI dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara, 

perbadaan metode penilaian yang digunakan, akibat hukumnya dalam upaya 

pengembalian kerugiam keuangan negara. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu 

dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian berbentuk tesis dengan judul 

“Penilaian Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman 

Pemakaman Umum Baturaja”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah kewenangan penilaian kerugian keuangan negara antara 

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara 

tindak pidana korupsi ? 

2. Mengapa ada perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang 

digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera 

Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam perkara 

tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baruraja ? 

3. Apa akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara 

yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi 
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Sumatera Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam 

perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baruraja ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan pada rumusan masalah  di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis kewenangan penilaian kerugian keuangan negara antara 

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik Indonesia 

dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. 

2. Untuk menganalisis perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara 

yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK 

Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman 

Umum Baruraja. 

3. Untuk menganalisis akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian 

keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera 

Selatan dan BPK Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi 

Taman Pemakaman Umum Baruraja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis/Akademis  

a. Dapat  menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum 

terutama yang akan mengkaji kepastian hukum terjadinya perbedaan 

penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan negara oleh BPK 

dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi; 
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b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas 

Sriwijaya Palembang; dan 

c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang 

akan membahas materi kajian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam penelitian 

ini bermanfaat sebagai pedoman dalam merevisi atau memperkuat 

implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan 

yang sudah ada terkait metode penilaian dan/atau penetapan kerugian 

keuangan negara oleh BPK dalam penyelesaian perkara tindak pidana 

korupsi; 

b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolsiian, Kejaksaan, 

KPK, dan Hakim, sebagai pedoman senantiasa berkoordinasi dengan 

BPK dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam perihal 

penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan negara, demi 

efektifitas penyelesaian perkara demi pengembalian kerugian keuangan 

negara; 

c. Bagi BPK, sebagai dasar untuk menentukan besarnya kerugian 

keuangan negara yang berkepastian hukum dan menemukan deskripsi 

metode penilaian dalam menetapkan kerugian keuangan negara akibat 

tindak pidana korupsi selama ini. 

 

 



13 

 

E. Kerangka Teori 

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan 

menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Apllied Theory. Adapun teori-

teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah : 

1. Grand Theory 

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (middle range 

theory dan apllied theory) yang akan digunakan dalam penelitian.15 Grand theory 

dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. 

a. Teori Keadilan 

Aristoteles memandang keadilan sebagai cara membedakan hak 

persamaannya sesuai dengan hak proposional, yaitu kesamaan hak di pandangan 

manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Dengan demikian maka keadilan 

yang demikian dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan 

hukum sama. Kesamaan di hadapan hukum memberi tiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.16  

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu : 17 

1) Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi 

dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu; 

2) Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang 

satu dan yan lain atau antara warganegara yang satu dengan warga 

negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal 

antara warga yang satu dengan warga yang lain; 

                                                             
15 Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta : Kencana, 

hlm. 41. 
16Aristoteles, dikutip dalam : Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, 

Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196. 
17  Aristoteles, 2016, Politik, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : 

Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123. 
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3) Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu 

distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi 

antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran 

distribusi itu. 

 

Teori keadilan digunakan untuk membantu analisis rumusan masalah 

mengenai akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara 

yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK 

Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman 

Umum Baruraja.. 

b.  Teori Kepastian Hukum 

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan 

Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu asas kepastian hukum (rechtmatigheid), asas keadilan 

hukum (gerectigheit), dan asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid). 18  Tujuan 

hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan 

hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, 

sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya 

dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux”, 

artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, 

dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-

satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.19  

                                                             
18 Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, Soal-Soal Pokok Filsafat 

Hukum, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.  
19 Dominikus Rato, 2010, Filsafat  Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum, 

Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan 

bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan 

yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

negara terhadap individu.20  

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat 

suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum 

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.21 

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab 

rumusan masalah mengenai kewenangan penilaian dan/atau penetapan kerugian 

keuangan negara antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK 

Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. 

 

                                                             
20 Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 

hlm. 56. 
21  Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), 

Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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2. Middle Range Theory 

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan 

menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory.22 Middle range theory 

dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan. 

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.23 

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yang memiliki 

makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan 

unsur esensial suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di samping 

unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum,  kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, 

kebijakbestarian, dan kebajikan.Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan 

Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga dapat 

berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. 

Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan.24 

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ 

sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten 

complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung 

hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan 

demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, 

sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu 

                                                             
22 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 42. 
23Philipus M. Hadjon, 2001, Tentang Wewenang, Surabaya : Universitas Airlangga,  hlm. 1. 
24 Rusadi Kantaprawira, 1998, Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta : Universitas Islam 

Indonesia, hlm. 37-38. 
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dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi 

(inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan 

jelas bersumber dari konstitusi.25 

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 

melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan 

keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara 

atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, 

ataupun mandat, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan 

yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu 

badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil 

dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan 

mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada 

organ yang berkompeten.26 

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari 

suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang 

telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, 

sedangkan pada mandat, tidak terdapat pemindahan kewenangan tetapi pemberi 

mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk 

membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.27 

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan 

masalah mengenai kewenangan penilaian dan/atau penetapan kerugian keuangan 

                                                             
25Miriam Budiarjo, dikutip dalam : Rusadi Kantaprawira, Ibid., hlm. 39. 
26J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, A Survey of Dutch Administrative Law, dikutip dalam : 

Rusadi Kantaprawira, Ibid., hlm. 41. 
27Ibid. 
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negara antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Republik 

Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. 

3. Applied Theory 

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum 

tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut 

Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa asas hukum 

(recht beginsel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang 

mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-

peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.28 Applied 

theory dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana, teori 

penilaian kerugian keuangan negara, dan teori pembuktian. 

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Istilah kebijakan diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). 

Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan 

peraturan perundang-undangan.29 Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti 

kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. 

Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang 

tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang 

disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (the other sentencing 

                                                             
28 Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, Op. Cit., hlm. 70. 
29 Dardji Darmodihardjo, 2002, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat 

Hukum Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.157. 
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authorities) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana 

yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.30 

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah 

perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis 

sanksi (strafsoort) dan lamanya masa pidana (strafmaat) yang tepat bagi setiap 

pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta 

menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (strafmodus) 

dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.31 

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang 

lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah 

politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal policy atau criminal 

law policy atau strafrechpolitiek.32 Menurut A. Murder, strafrechts politiek adalah 

garis kebijakan untuk menentukan : 33 

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah 

dan diperbaharui; 

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 

dan 

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan 

pidana harus dilaksanakan. 

 

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, 

penal policy dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-

                                                             
30  Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan 

Dengan Pidana Penjara, Semarang : Univeritas Diponegoro, hlm. 56.  
31 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 

hlm.34. 
32 Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 26. 
33  A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan 

Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 3.  
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undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan 

untuk masa-masa yang akan datang. 34  Sudarto juga menyatakan, bahwa 

menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan 

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti 

memenuhi syarat keadilan dan daya guna.35 Esensi teori kebijakan pidana yang 

dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa 

luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (penal policy), yang secara 

sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif 

(aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).36 

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis dan menjawab 

rumusan masalah mengenai akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian 

keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

dan BPK Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman 

Pemakaman Umum Baruraja. 

b. Teori Keuangan Negara 

Sarana keuangan negara merupakan instrumen yang sangat vital untuk 

menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi 

pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh 

sarana keuangan negara. Sedemikan pentingnya arti sarana keuangan negara 

menyebabkan penyelenggara negara perlu mengaturnya sejak dari UUD 1945 

sebagai aspek konstitusionalitas hingga dalam berbagai aturan operasional dalam 

                                                             
34  Sudarto, 1993, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap 

Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung : Sinar Baru, hlm. 9. 
35 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, hlm. 19. 
36 Ibid.  
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bentuk peraturan perundang-undangan (regeling) maupun peraturan kebijaksanaan 

(policy rule). Hal ini bermakna pengaturan keuangan negara memerlukan desain 

hukum ketatanegaraan yang merupakan kedudukan konstitusional sekaligus 

merupakan desain hukum administrasi negara melalui pelaksanaan administratif 

dan perbendaharaan.37 

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi yang dianut oleh undang-

undang ini menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan agar terdapat perumusan 

definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi 

interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, dan agar tidak terjadi kerugian 

negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang-undang, dan 

memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi mal administrasi dalam 

pengelolaan keuangan negara.38 

Kasus tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat besar bagi 

Indonesia. Selain menurunkan kualitas hidup masyarakat serta mengganggu 

stabilitas ekonomi yang terjadi Indonesia. Korupsi juga mengakibatkan munculnya 

kerugian bagia keuangan negara Indonesia. Kerugian negara yang diakibatkan oleh 

                                                             
37 Riawan Tjandra, 2008, Hukum Keuangan Negara, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 

hlm. 178. 
38 Ibid., hlm. 179. 
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kasus tindak pidana korupsi dapat dikatakan sangatlah banyak apabila dilihat dari 

jumlah kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia.39 

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bahwa tindak pidana korupsi 

meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian kerugian negara menurut 

Pasal 1 ayat (22)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah 

kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari kedua 

pengertian kerugian negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua 

jenis kerugian negara yaitu kerugian negara yang sifatnya nyata atau tangible dan 

pasti jumlahnya serta kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan 

negara atau keuangan negara. Kata dapat merugikan keuangan negara memiliki arti 

bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah 

termasuk ke dalam tindakan korupsi. Hal ini berarti segala tindakan persiapan yang 

dapat merugikan keuangan negara nantinya sudah termasuk ke dalam tindak pidana 

korupsi. Meskipun belum ada kerugian keuangan negara yang riil terjadi, akan 

tetapi telah terdapat potensi kerugian negara yang akan timbul.40 

                                                             
39  Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang 

Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi”, Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4, 

No. 3, 2015, e-ISSN : 2337-3806, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 

Semarang, hlm. 1. 
40 Ibid., hlm. 2. 
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Menurut Bagir Manan, unsur kerugian negara dalam perkara korupsi 

merupakan unsur yang memiliki derajat tertinggi dari unsur-unsur lainnya. Tidak 

ada kerugian Negara, sama dengan tidak ada korupsi, tidak ada yang diperkaya, 

juga tidak ada yang memperkaya diri sendiri, karena memang tidak ada kerugian.41 

Sejalan dengan itu, dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, menentukan 

bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara 

adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan 

instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. 

Pada saat melakukan audit investigasi kasus tindak pidana korupsi, auditor 

memerlukan metode penilaian yang tepat untuk dapat menilai jumlah kerugian 

keuangan negara yang terjadi. Penggunaan metode untuk menilai kerugian 

keuangan negara ditentukan berdasarkan bukti-bukti audit yang mendukung 

pengungkapan kronologi fakta dan terjadinya pengeluaran negara. Metode 

penilaian kerugian keuangan tidak dapat disamaratakan antara kasus satu dengan 

kasus lain. Dalam artian metode penilaian kerugian keuangan sangat tergantung 

dengan sifat kasus, judgement auditor itu sendiri dan kriteria yang digunakan.42 

Teori keuangan negara digunakan untuk menganalisis dan menjawab 

rumusan masalah tentang perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara 

yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK 

                                                             
41 Bagir Manan, “Seandainya Saya Hakim Bank Century”, Varia Peradilan Tahun XXX 

Nomor 349 Desember 2014, dikutip dalam : Indra Yudha Koswara, “Kebijakan Hukum Pidana 

Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara”, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Vol. 4, 

No. 1, Mei 2019, Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia Bandung, hlm. 2. 
42 H.F. Makawimbang, H., 2013, Kerugian Keuangan Negara, Yogyakarta : Thafa Media, 

hlm. 12. 
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Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman 

Umum Baruraja. 

c. Teori Pembuktian 

Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh 

dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat 

bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana haim harus membentuk 

keyakinannya di depan sidang pengadilan. 43  Pembuktian sebagai sistem adalah 

sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk 

membuktian, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan 

dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam 

mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. 

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai 

ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu 

dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.44  

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang 

menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami 

perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di 

suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori 

pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu conviction intime atau 

teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, conviction 

                                                             
43  Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di 

Indonesia, Jakarta : Raih Asa Sukses, hlm 28. 
44 Adhami Chazawi, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung : Alumni, 

hlm. 24. 
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rasionnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas 

tertentu atas alasan yang logis, positif wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian 

yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-

undang secara positif, dan negatief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian 

berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-

undang secara negatif.45   

Teori pembuktian digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan 

masalah tentang akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan 

negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPK 

Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman 

Umum Baruraja. 

 

F.  Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam 

penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan 

diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan 

abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.46 Untuk menghindari kesalahan persepsi, 

maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :  

1. Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 

Pasal 3 UU Tipikor, adalah setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

                                                             
45  Hendar Soetarna, 2011, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, Bandung : Alumni, 

hlm.11. 
46 Soetandyo Wignjosobroto, 2002, Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-

Masalahnya, Jakarta : Huma, hlm. 26. 
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korporasi, dengan jalan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya, yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

2. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, menurut 

rumusan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 huruf a 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, adalah lembaga negara yang bersifat independen dan 

bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dengan tujuan meningkatkan daya 

guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, 

dengan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi, dan berwenang mengkoordinasikan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 

3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menurut ketentuan Pasal 1 

angka 1 UU BPK, adalah adalah lembaga negara yang bertugas untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

4. Kerugian Negara, menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU BPK, adalah semua 

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

5. Hasil Pemeriksaan,  menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU BPK, adalah 

hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, 

kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, 
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objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan 

dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. 

 

G.  Metode Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian  sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi 

produk penelitian yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, 

prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam 

menjawab isu hukum.47 

2. Pendekatan Penelitian 

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Pendekatan Perundangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-

aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,48 untuk memperoleh deskripsi 

analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan 

perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari 

adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan 

                                                             
47Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia, 

hlm. 47. 
48Johnny Ibrahim, 2005, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet III, Malang : 

Bayumedia Publishing, hlm. 302. 
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undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang 

Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.49 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari 

pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide 

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan 

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun 

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.50 

c. Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach) 

Pendekatan filosofis dalam penelitian hukum berupaya mencari 

kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang 

terjadi. Dalam pendekatan filosofis perlu dipertimbangkan alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.51 

 

                                                             
49Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,  

hlm. 93. 
50Ibid., hlm. 95. 
51  Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm. 1. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
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d. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik 

hukum.52 Berkaitan dengan penelitian ini maka kasus-kasus yang dijadikan 

dasar analisis antara lain pertama, Putusan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Plg, dan kedua, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari bahan-bahan hukum yang 

diperoleh dari atau berasal dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut 

dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier.53 

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu : 

1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila; 

2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Berita 

Negara Republik Indonesia II Nomor 9)); 

                                                             
52Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 304. 
53  Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum 

sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, 

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa 

bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan 

non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, 

Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-

hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum 

ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum 

normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 143-144. 
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4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3209)); 

5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150);  

7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

10) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4401);  

11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654); dan 

12) Peraturan-peraturan operasional lainnya. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk 

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara 

lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada 

relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17878/node/120/uu-no-1-tahun-2004-perbendaharaan-negara
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17878/node/120/uu-no-1-tahun-2004-perbendaharaan-negara
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ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu 

hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan 

dan mutakhir.54 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian 

a. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi 

kepustakaan55 terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, 

bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, 

dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.  

b. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

Terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diolah 

dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi 56  terhadap peraturan 

perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. 

Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka 

dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara 

mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis. 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara 

                                                             
54Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm.144. 
55 Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan penelitian dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta 

: Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27. 
56  Systematizing yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan 

urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 147. 
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bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta 

efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.57 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum, untuk 

kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan 

penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika berpikir 

deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus.58 Dalam penarikan kesimpulan dengan logika 

berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku umum. Proses yang 

terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang 

dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan 

dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga 

diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.59 

 

 

                                                             
57 Ibid., hlm. 127. 
58 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 8.   
59 Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 120. 
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